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	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
	
	
	

	
	
	
	

	DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
	
	
	

	
	
	
	

	Menimbang	:   
	I. UMUM
	
	

	a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai standar kompetensi, persyaratan perizinan, serta kewajiban pemegang izin bagi profesi pelaku usaha sektor keuangan; 
	Wakil Perusahaan Efek (WPE) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) merupakan salah satu ujung tombak dalam perlindungan investor di pasar modal Indonesia. Kualitas dan integritas orang perseorangan yang memegang izin dimaksud sangat menentukan kepercayaan investor terhadap industri pasar modal secara keseluruhan. 
	
	

	b. bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan mengenai profesi pelaku usaha sektor keuangan dengan perkembangan kebutuhan industri serta kerangka kualifikasi nasional indonesia, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur hal dimaksud; 
	Perkembangan industri pasar modal yang semakin dinamis, digital, dan kompleks menuntut adanya pengaturan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan industri, inovasi teknologi, serta kebutuhan perlindungan investor. Selain itu, meningkatnya variasi produk, layanan, dan aktivitas di pasar modal memerlukan penguatan pengaturan mengenai standar kompetensi, mekanisme perizinan, serta tata kelola profesi bagi WPE dan WAPERD agar selaras dengan kebutuhan industri dan praktik internasional yang baik. 
	
	

	c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan Di Bidang Pasar Modal
	Dalam rangka mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia di sektor pasar modal, diperlukan pengaturan mengenai jenis dan segmentasi izin yang lebih rinci sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dan tingkat kompetensi, penerapan standar kompetensi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta mekanisme perizinan dan administrasi yang memanfaatkan sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan. Pengaturan ini juga mempertegas kewajiban dan larangan bagi pemegang izin dalam menjalankan kegiatan profesinya guna menjaga profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. 
	
	

	
	Selain itu, pengaturan ini memperjelas peran Lembaga Sertifikasi Profesi, asosiasi profesi, dan pihak terkait lainnya sebagai mitra strategis dalam pengembangan kompetensi dan profesionalisme pelaku di sektor pasar modal. Dengan adanya pengaturan yang lebih komprehensif, diharapkan tercipta ekosistem pasar modal yang sehat, terpercaya, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pendalaman pasar keuangan nasional dan peningkatan perlindungan investor. 
	
	

	
	Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Wakil Perusahaan Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana guna memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendukung pendalaman pasar modal Indonesia.
	
	

	Mengingat:
	
	
	

	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 
	
	
	

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	
	

	Menetapkan	:  	
	
	
	

	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PROFESI PELAKU USAHA SEKTOR KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL
	
	
	

	
	
	
	

	BAB I 
	
	
	

	KETENTUAN UMUM 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 1
	Pasal 1
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	Cukup Jelas
	
	

	1. Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
	Cukup Jelas
	
	

	2. Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. 
	Cukup Jelas
	
	

	3. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	Cukup Jelas
	
	

	4. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE, PPE, dan/atau Manajer Investasi 
	Cukup Jelas
	
	

	5. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu keprofesian terbatas pada suatu industri sektor keuangan.
	Cukup Jelas
	
	

	6. Izin orang Perseorangan sebagai Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut Izin PPUSK adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan pada industri sektor keuangan di bidang Pasar Modal.
	Cukup Jelas
	
	

	7. Wakil Perusahaan Efek, yang selanjutnya disingkat WPE, adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal .
	Cukup Jelas
	
	

	8. Wakil Penjamin Emisi Efek, yang selanjutnya disingkat WPEE, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
	Cukup Jelas
	
	

	9. Wakil Penjamin Emisi Efek Pelaksana, yang selanjutnya disingkat WPEE Pelaksana, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pelaksana Penjamin Emisi Efek.
	Cukup Jelas
	
	

	10. Wakil Perantara Pedagang Efek, yang selanjutnya disingkat WPPE, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
	Cukup Jelas
	
	

	11. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran yang selanjutnya disingkat WPPE-P adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran.
	Cukup Jelas
	
	

	12. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas, yang selanjutnya disingkat WPPE-P Ekuitas, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran efek bersifat Ekuitas.
	Cukup Jelas
	
	

	13. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan Sukuk, yang selanjutnya disingkat WPPE-P EBUS, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran efek bersifat Utang dan Sukuk.
	Cukup Jelas
	
	

	14. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yang selanjutnya disingkat WPPE-PT adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.
	Cukup Jelas
	
	

	15. Wakil Manajer Investasi, yang selanjutnya disingkat WMI, adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Manajer Investasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan investasi.
	Cukup Jelas
	
	

	16. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana dan produk investasi lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
	Cukup Jelas
	
	

	17. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
	Cukup Jelas
	
	

	18. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Cukup Jelas
	
	

	19. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup Jelas
	
	

	
	
	
	

	BAB II
	
	
	

	JENIS, SEGMENTASI, DAN PERSYARATAN IZIN
	
	
	

	Bagian Kesatu
Jenis dan Segmentasi Izin

	
	
	

	Pasal 2
	Pasal 2
	
	

	(1) Seluruh Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan wajib memiliki Izin PPUSK dari Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup Jelas
	
	

	(2) Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari izin:
	Cukup Jelas
	
	

	a. Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);
	Cukup Jelas
	
	

	b. Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);
	Cukup Jelas
	
	

	c. Wakil Manajer Investasi (WMI);
	Cukup Jelas
	
	

	d. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) 
	Cukup Jelas
	
	

	e. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
	Cukup Jelas
	
	

	(3) Orang perseorangan yang memiliki Izin PPUSK untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	Cukup Jelas
	
	

	(4) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang memberikan suatu Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan terbatas pada suatu industri sektor keuangan dari kewajiban untuk memiliki Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Cukup Jelas
	
	

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak dari kewajiban untuk memiliki Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup Jelas
	
	

	
	
	
	

	Pasal 3
	
	
	

	(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan Izin PPUSK khusus untuk 1 (satu) atau lebih segmentasi fungsi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan.
	Cukup Jelas
	
	

	(2) Segmentasi fungsi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 
	Cukup Jelas
	
	

	a. WPEE dengan segmentasi khusus untuk fungsi Penjamin Emisi Efek Pelaksana (WPEE-P) 
	Cukup Jelas
	
	

	b. WPPE dengan segmentasi khusus untuk fungsi pemasaran:
	Cukup Jelas
	
	

	1. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P); 
	Cukup Jelas
	
	

	2. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Ekuitas (WPPE-P Ekuitas);
	Cukup Jelas
	
	

	3. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Efek Bersifat Utang dan Sukuk (WPPE-P EBUS); 
	Cukup Jelas
	
	

	4. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT)
	Cukup Jelas
	
	

	c. Wakil Manajer Investasi dengan segmentasi khusus berdasarkan jenjang kualifikasi KKNI:
1. WMI 1 
2. WMI 2
	
	
	

	d. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan segmentasi khusus berdasarkan jenjang kualifikasi KKNI:
1. WAPERD 1 
2. WAPERD 2
	
	
	

	(3) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai WPEE – P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di atas, merupakan segmentasi khusus dari WPEE dan hanya dapat bertindak mewakili Perusahaan Efek untuk:
	Cukup Jelas
	
	

	a. melakukan penawaran, penjajakan kerja sama, dan uji tuntas bagi PEE yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi Efek;
	Cukup Jelas
	
	

	b. membantu WPEE melakukan pelaksanaan kegiatan penjaminan dari perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
	Cukup Jelas
	
	

	(4) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai WPEE-P tidak dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). 
	Cukup Jelas
	
	

	(5) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai WPPE-P, WPPE-P Ekuitas, WPPE-P EBUS, dan WPPE-PT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segmentasi khusus untuk fungsi pemasaran dari WPPE dan dapat bertindak mewakili Perusahaan Efek untuk:
	Cukup Jelas
	
	

	a. melakukan penawaran kepada calon investor atau masyarakat untuk menjadi Nasabah Perusahaan Efek;
	Cukup Jelas
	
	

	b. menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah;
	Cukup Jelas
	
	

	c. membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah;
	Cukup Jelas
	
	

	d. membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan; dan
	Cukup Jelas
	
	

	e. membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah.
	Cukup Jelas
	
	

	(6) Selain dapat bertindak mewakili Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Orang perseorangan yang memiliki Izin PPUSK untuk bertindak sebagai:
a. WPPE-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dapat memasarkan efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan Produk Investasi Dasar dan/atau Produk Investasi Dasar Syariah kepada Calon Nasabah Perantara Pedagang Efek;
b. WPPE-P Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dapat memasarkan efek bersifat ekuitas kepada calon nasabah Perantara Pedagang Efek; dan,
c. WPPE-P EBUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dapat memasarkan efek bersifat utang dan/atau sukuk kepada calon nasabah Perantara Pedagang Efek;
	Cukup Jelas
	
	

	(7) Orang perseorangan yang memiliki Izin PPUSK untuk bertindak sebagai WPPE-P, WPPE-P Ekuitas, WPPE-P EBUS, dan WPPE-PT hanya dapat: 
a. bertindak mewakili Perusahaan Efek dalam melaksanakan fungsi pemasaran jika yang bersangkutan bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
b. menjadi penanggung jawab atas fungsi pemasaran Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek di lokasi lain selain kantor pusat
	Cukup Jelas
	
	

	(8) Orang perseorangan yang memiliki izin WPPE-P; WPPE-P Ekuitas; WPPE-P EBUS; dan WPPE-PT yang tidak bekerja pada Perusahaan Efek dapat bekerja pada Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek kelembagaan atau bertindak sebagai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek.
	Cukup Jelas
	
	

	(9) Orang perseorangan yang memiliki:
	
	
	

	a. izin WMI 1 merupakan orang perseorangan yang memiliki jenjang kualifikasi 1 (satu) tingkat di bawah jenjang kualifikasi tertinggi untuk izin WMI bersangkutan dan dapat melakukan pemasaran produk investasi reksa dana;
	
	
	

	b. izin WMI 2 merupakan orang perseorangan yang memiliki jenjang kualifikasi tertinggi untuk izin WMI bersangkutan dan dapat:
	
	
	

	1) melakukan pemasaran Produk Reksa Dana;
	
	
	

	2) melakukan pemasaran produk investasi alternatif; dan
	Yang dimaksud produk investasi alternatif antara lain DIRE, DINFRA, EBA, dan produk lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bidang Pasar Modal.

	
	

	3) dapat menjabat sebagai Direksi yang membawahkan fungsi investasi atau kepatuhan sebagaimana diatur pada pengaturan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi.
	
	
	

	(10) Orang perseorangan yang memiliki:
	
	
	

	a. izin WAPERD 1 merupakan orang perseorangan yang memiliki jenjang kualifikasi 1 (satu) tingkat di bawah jenjang kualifikasi tertinggi untuk izin WAPERD bersangkutan dan dapat melakukan pemasaran produk investasi reksa dana;
	
	
	

	b. [bookmark: _GoBack]izin WAPERD 2 merupakan orang perseorangan yang memiliki jenjang kualifikasi tertinggi untuk izin WAPERD bersangkutan dan dapat:
	
	
	

	1) melakukan pemasaran Produk Reksa Dana; dan
	
	
	

	2) melakukan pemasaran produk investasi alternatif.
	Yang dimaksud produk investasi alternatif antara lain DIRE, DINFRA, EBA, dan produk lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bidang Pasar Modal.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 4
	Pasal 4
	
	

	Dalam hal Pihak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ingin menjadi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, kepemilikan Izin PPUSK tidak menggugurkan kewajiban mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Peraturan mengenai Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
	Cukup Jelas
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
	
	
	

	Kewajiban Kepemilikan Izin 
	
	
	

	Paragraf 1
	
	
	

	WPEE dan WPPE
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 5
	Pasal 5
	
	

	(1) Kewajiban untuk memiliki izin WPEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
	Cukup jelas.

	
	

	a. Anggota direksi sebagaimana diwajibkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek;
	Cukup jelas.
	
	

	b. Pejabat penanggung jawab yang melaksanakan kegiatan penjaminan emisi Efek;
	Cukup jelas.
	
	

	c. Pegawai yang melaksanakan kegiatan penjaminan emisi Efek 
	Cukup jelas.
	
	

	sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait fungsi-fungsi perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau ketentuan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek.
	
	
	

	(2) Kewajiban untuk memiliki izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi: 
	Cukup Jelas


	
	

	a. Anggota direksi sebagaimana diwajibkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek; 
	Cukup jelas.
	
	

	b. pejabat penanggung jawab yang melaksanakan kegiatan keperantaraan perdagangan Efek; dan 
	Cukup jelas.
	
	

	c. pegawai yang melaksakan kegiatan keperantaraan perdagangan Efek
	Cukup jelas.
	
	

	sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait fungsi-fungsi perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek dan/atau ketentuan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek.
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 6
	Pasal 6
	
	

	(1) Kewajiban memiliki izin WMI berlaku bagi:
	Cukup jelas.


	
	

	a. Anggota Direksi sebagaimana diwajibkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi;
	Cukup jelas.
	
	

	b. pejabat penanggung jawab yang melaksanakan kegiatan Manajer Investasi; dan
	Cukup jelas.
	
	

	c. pegawai yang melaksanakan kegiatan Manajer Investasi,
	Cukup jelas.
	
	

	sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait perizinan dan fungsi-fungsi Manajer Investasi dan/ atau ketentuan terkait pengendalian internal bagi perusahaan efek.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Kewajiban untuk memiliki izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. orang perseorangan yang bekerja pada Manajer Investasi namun tidak dipersyaratkan untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi; dan/atau
	Cukup jelas.
	
	

	b. pihak yang bekerja untuk kepentingan Manajer Investasi terbatas untuk mengiklankan produk Manajer Investasi dan tidak mewakili Manajer Investasi dalam menjual produk dan/atau melakukan perikatan dengan nasabah dan/atau calon nasabah meskipun iklan tersebut ditayangkan di televisi atau surat kabar.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 7
	Pasal 7
	
	

	(1) Izin PPUSK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
	Cukup Jelas
	
	

	a. persyaratan integritas; dan 
	
	
	

	b. [bookmark: _heading=h.u2p2pcdjg4zl]persyaratan kompetensi;
	
	
	

	(2) persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
	Cukup jelas.

	
	

	a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
	Cukup jelas.
	
	

	b. cakap melakukan perbuatan hukum;
	Cukup jelas.
	
	

	c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; 
	Cukup jelas.
	
	

	d. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
	Cukup jelas.
	
	

	e. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi;
	Cukup jelas.
	
	

	f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
	Cukup jelas.
	
	

	g. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
	Cukup jelas.


	
	

	h. memiliki reputasi keuangan yang baik.
	Reputasi keuangan yang baik antara lain dapat berdasarkan informasi yang tercantum dalam sistem layanan informasi keuangan dan/ atau pemenuhan kewajiban pembayaran sanksi administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	
	

	(3) persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. sertifikat keahlian yang sesuai dengan jenis kerangka kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai KKNI, atas Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang akan diajukan izinnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; 
	Cukup jelas.
	
	

	b. sertifikat keahlian diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 
	Cukup jelas.

	
	

	c. sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin; 
	Cukup jelas.
	
	

	d. Memiliki pengalaman kerja di bidang Pasar Modal antara lain:
	Cukup jelas.
	
	

	1) paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial;
	Cukup jelas.
	
	

	2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan bidang pengelolaan investasi;
	Cukup jelas.
	
	

	3) bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
	Cukup jelas.
	
	

	4) tidak bekerja pada lebih dari satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Orang perseorangan yang memiliki Sertifikat kompetensi profesi tresuri yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban persyaratan dokumen sebagai WPPE-P EBUS.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PPUSK
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Pertama
Permohonan Izin PPUSK Baru
	
	
	

	Pasal 8
	Pasal 8
	
	

	(1) Permohonan untuk memperoleh Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan  
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Tata cara penyampaian permohonan izin Wakil Manajer Investasi secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan mengenai penyampaian permohonan perizinan, pendaftaran, pencatatan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Pemohon yang mengajukan izin secara elektronik wajib mengisi formulir permohonan izin sesuai format dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan disertai data atau informasi paling sedikit atas:
	Cukup jelas.
	
	

	a.  Identitas diri, berupa:
	Cukup jelas.
	
	

	1) Nama dan nomor induk kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia; atau 
	Cukup jelas.
	
	

	2) Nama dan nomor induk kependudukan pada paspor negara penerbit bagi warga negara asing yang masih berlaku; 
	Cukup jelas.
	
	

	3) surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan 
	Cukup jelas.
	
	

	b. pasfoto berwarna terbaru 
	Cukup jelas.
	
	

	c. bukti pengetahuan dan keahlian, berupa:
	Cukup jelas.
	
	

	1) sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4); atau
	Cukup jelas.
	
	

	2) surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal. 
	Cukup jelas.
	
	

	d. bagi pemohon warga negara asing, berupa:
	Cukup jelas.
	
	

	1) surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing 
	Cukup jelas.
	
	

	2) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan 
	Cukup jelas.
	
	

	e. pernyataan bermaterai sesuai dengan format yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

	Yang dimaksud Bermaterai dalam hal menggunakan sistem elektronik menggunakan materai elektronik.
	
	

	(5) Pemohon harus:
	Cukup jelas.
	
	

	a. mengunggah dokumen sesuai aslinya dalam hal dibutuhkan dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.

	
	

	b. menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a selama memiliki Izin PPUSK dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(6) Dalam memproses permohonan Izin PPUSK, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
	Cukup jelas.
	
	

	a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon; 
	Cukup jelas.
	
	

	b. meminta kelengkapan dokumen tambahan kepada pemohon dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
	Cukup jelas.
	
	

	c. meminta keterangan kepada pemohon.
	Cukup jelas.
	
	

	untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

	Cukup jelas.
	
	

	Bagian Kedua
Perpanjangan Izin PPUSK
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 9
	Pasal 9
	
	

	(1) Permohonan perpanjangan Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) harus diajukan oleh pemohon secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) [bookmark: _heading=h.b81y6rc62udd]Permohonan perpanjangan Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin berakhir.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) [bookmark: _heading=h.cv7pzx7auamj]Pemohon yang mengajukan perpanjangan izin secara elektronik wajib mengisi formulir permohonan izin sesuai format dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan disertai data atau informasi paling sedikit atas:
	Cukup jelas.


	
	

	a. Identitas diri berupa: 
	Cukup jelas.
	
	

	1) Nama dan nomor induk kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia; atau
	
	
	

	2) Nama dan nomor induk kependudukan pada paspor negara penerbit bagi warga negara asing yang masih berlaku;
	Cukup jelas.


	
	

	3) surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan 
	Cukup jelas.
	
	

	b. bagi pemohon warga negara asing, berupa 
	Cukup jelas.
	
	

	1) surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan tempat pemohon bekerja bagi warga negara asing 
	Cukup jelas.
	
	

	2) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan; 
	Cukup jelas.
	
	

	3) surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek tempat WPEE atau WPPE bekerja bagi pemegang izin yang bekerja di Perusahaan Efek 
	Cukup jelas.


	
	

	c. Nomor anggota Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan 
	Cukup jelas.
	
	

	d. Nomor sertifikat pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Asosiasi dan/atau Pihak lain antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan
	Cukup jelas.
	
	

	(4) [bookmark: _heading=h.nuil2px58ew]Permohonan perpanjangan Izin PPUSK dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan sertifikat pendidikan profesional berkelanjutan dari asosiasi atau pihak lain penyelenggara pendidikan dan setelah mendapatkan nomor anggota asosiasi. 
	Cukup jelas.


	
	

	(5) Orang perseorangan yang memiliki Sertifikat pendidikan berkelanjutan bagi Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek sebagaimana diatur pada pengaturan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan Efek dapat digunakan untuk menggantikan kewajiban persyaratan pada Pasal 9 ayat (3) huruf d, dengan syarat Penyelenggara Sertifikat pendidikan berkelanjutan:
a. mengikuti standar materi pengajaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait Izin PPUSK; dan
b. menyampaikan data peserta pendidikan berkelanjutan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pendidikan berkelanjutan dilaksanakan.
	Ketentuan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan Efek, antara lain:
1. peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek; dan
2. peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha manajer investasi.

Yang dimaksud Penyelenggara yang dimaksud adalah Asosiasi dan/atau pihak lain. 
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin PPUSK
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 10
	Pasal 10
	
	

	(1) Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal dan bulan penetapan Surat Keputusan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat diperpanjang.
	Cukup jelas.

	

	

	(2) Perpanjangan izin PPUSK sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal dan bulan penetapan Surat Keputusan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keempat 
	
	
	

	Prosedur Perizinan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 11
	Pasal 11
	
	

	(1) [bookmark: _heading=h.xcwtrfgj6avg]Izin PPUSK atau Perpanjangan Izin PPUSK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan. 
	Cukup jelas.
	
	

	(2) [bookmark: _heading=h.sgh246z68atj]Izin PPUSK atau Perpanjangan Izin PPUSK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang memenuhi syarat.
	Cukup jelas.


	
	

	(3) [bookmark: _heading=h.5p6nrsupj04w]Izin PPUSK atau Perpanjangan Izin PPUSK diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau alamat surat elektronik pemohon 
	Cukup jelas.
	
	

	(4) [bookmark: _heading=h.uzudty4ho5ii]Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pemberitahuan secara elektronik yang menyatakan bahwa:
	Cukup jelas.
	
	

	a. [bookmark: _heading=h.jgqm942eo5nc]permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
	Cukup jelas.
	a. 
	

	b. [bookmark: _heading=h.cg726y9o3v1c]permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan 
	Cukup jelas.
	
	

	(5) [bookmark: _heading=h.w8pgj4rwfg2i]Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa permintaan untuk mengubah dokumen, permintaan penambahan informasi, dan/atau permintaan untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
	Yang dimaksud melengkapi kekurangan persyaratan antara lain adalah meminta untuk dapat menyampaikan atau menunjukan dokumen tambahan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka verifikasi pemenuhan persyaratan.
	
	

	(6) [bookmark: _heading=h.4n5mjv2iqodx]Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja   atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal surat pemberitahuan.
	Cukup jelas.
	
	

	(7) [bookmark: _heading=h.2vwmqgx90gtb]Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
	Cukup jelas.
	
	

	(8) [bookmark: _heading=h.xt5ke5ps35gn]Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap membatalkan permohonan yang sudah diajukan.
	Cukup jelas.
	
	

	(9) [bookmark: _heading=h.onu3j7aj30v6]Pemohon yang:
	Cukup jelas.
	
	

	a. [bookmark: _heading=h.um4rt7xxtnga]permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan; atau,
	Cukup jelas.
	
	

	b. [bookmark: _heading=h.wap85tkclt5u]membatalkan permohonan yang sudah diajukan
	Cukup jelas.
	
	

	dapat mengajukan permohonan kembali setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penolakan atau pembatalan permohonan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 12
	Pasal 12
	
	

	Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan atau permohonan perpanjangannya dapat diajukan secara luring disertai dokumen pendukung dalam bentuk dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.


	
	

	
	
	
	

	Pasal 13
	Pasal 13
	
	

	(1) Dalam hal masa berlaku Izin PPUSK telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku berakhir, izin tetap berlaku hingga terdapat persetujuan perpanjangan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Masa berlaku Perpanjangan Izin PPUSK yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dan bulan penetapan Surat Keputusan pemberian Izin PPUSK baru. 
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Apabila pada saat permohonan perpanjangan Izin PPUSK, pemegang Izin PPUSK masih mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan perpanjangan izin dimaksud. 
	Yang dimaksud kewajiban dalam ketentuan ini antara lain kewajiban pemenuhan Sanksi Administratif Berupa Denda.

	
	

	
	
	
	

	Bagian Kelima
	
	
	

	Pengembalian Izin 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 14
	Pasal 14
	
	

	(1) Pemegang Izin PPUSK dapat mengembalikan Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format pengembalian Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sesuai dengan format yang tersedia dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Pengembalian Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang perseorangan tersebut memegang Izin PPUSK. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB IV

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI, ASOSIASI, DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK LAIN
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Pertama
Lembaga Sertifikasi Profesi
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 15
	Pasal 15
	
	

	(1) Lembaga Sertifikasi Profesi wajib mengatur syarat minimal pendidikan kepada calon peserta pendidikan sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3). 
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Lembaga Sertifikasi Profesi yang menyelenggarakan pendidikan sertifikasi keahlian untuk calon pemegang izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan harus menyampaikan data sertifikat keahlian peserta pendidikan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal peserta dinyatakan kompeten, yang meliputi:
	Cukup jelas.

	
	

	a. nama peserta sertifikasi; 
	Cukup Jelas
	
	

	b. nomor induk kependudukan (NIK) peserta sertifikasi;  
	Cukup Jelas
	
	

	c. nama dan jenjang sertifikasi; 
	Cukup Jelas
	
	

	d. nomor sertifikat keahlian; 
	Cukup Jelas
	
	

	e. tanggal penerbitan sertifikat keahlian; dan 
	Cukup Jelas
	
	

	f. Lembaga Sertifikasi Profesi penyelenggara sertifikasi. 
	Cukup Jelas
	
	

	(3) Lembaga Sertifikasi Profesi wajib melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Dalam hal terjadi perubahan data sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Profesi wajib menyampaikan perubahan data sertifikat keahlian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada pasal 8 apabila Lembaga Sertifikasi Profesi tidak melakukan kewajiban penyampaian data kelulusan peserta pendidikan.
	Cukup jelas.

	
	

	(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan perpanjangan izin apabila pihak penyelenggara pendidikan tidak melakukan kewajiban penyampaian data kelulusan peserta pendidikan dan/atau asosiasi tidak menyampaikan data anggotanya.
	Cukup jelas.

	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
Asosiasi
	
	
	

	Pasal 16
	Pasal 16
	
	

	(1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) mempunyai tugas meliputi: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. menyusun kode etik anggota; 
	Cukup Jelas
	
	

	b. menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan; 
	Cukup Jelas
	
	

	c. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya untuk peningkatan kompetensi pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan; dan 
	Cukup Jelas
	
	

	d. menerbitkan nomor keanggotaan asosiasi. 
	Cukup Jelas
	
	

	(2) Asosiasi wajib menyampaikan data anggota asosiasi secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan keanggotaan, yang mencakup: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. nama anggota asosiasi pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan; 
	Cukup Jelas
	
	

	b. nomor induk kependudukan (NIK) anggota asosiasi; 
	Cukup Jelas
	
	

	c. nomor kartu anggota asosiasi; 
	Cukup Jelas
	
	

	d. nama asosiasi penerbit kartu anggota; 
	Cukup Jelas
	
	

	e. tanggal penetapan sebagai anggota asosiasi; dan 
	Cukup Jelas
	
	

	f. tanggal masa berlaku kartu anggota.
	Cukup Jelas
	
	

	(3) Asosiasi yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan wajib mengikuti standar materi pengajaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.


	
	

	(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan perpanjangan Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila Asosiasi tidak melakukan kewajiban penyampaian data anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Ketentuan lebih lanjut atas Asosiasi yang mewadahi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan oleh Pihak Lain 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 17
	Pasal 17
	
	

	(1) Pihak lain yang dapat menyelenggarakan Pendidikan Berkelanjutan adalah pihak yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Pendidikan di bidang Pasar Modal.  
	Cukup jelas.

	
	

	(2) Pihak lain yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
	Cukup jelas.

	
	

	a. Entitas yang merupakan:
	 
	
	

	1) lembaga pendidikan di bidang pasar modal yang telah mendapatkan izin di bidang pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;  
	Cukup Jelas
	
	

	2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek; atau
	Cukup Jelas
	
	

	3) Perguruan Tinggi atau Program Studi dengan Peringkat Akreditasi paling rendah B,
	Cukup Jelas
	
	

	yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara PPL.
	
	
	

	b. melaksanakan kegiatan Pendidikan Berkelanjutan dan mengikuti standar materi pengajaran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup Jelas
	
	

	c. melakukan verifikasi data atas calon pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Asosiasi .
	Cukup Jelas
	
	

	d. menyampaikan data peserta pendidikan berkelanjutan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pendidikan berkelanjutan, meliputi:
	Cukup Jelas
	
	

	1) nama peserta Pendidikan berkelanjutan; 
	Cukup Jelas
	
	

	2) nomor induk kependudukan (NIK) peserta Pendidikan berkelanjutan;
	Cukup Jelas
	
	

	3) nama dan jenjang Pendidikan berkelanjutan;
	Cukup Jelas
	
	

	4) nomor sertifikat Pendidikan berkelanjutan; 
	Cukup Jelas
	
	

	5) tanggal penerbitan sertifikat Pendidikan berkelanjutan; dan 
	Cukup Jelas
	
	

	6) Penyelenggara Pendidikan berkelanjutan;
	Cukup Jelas
	
	

	e. Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan perpanjangan Izin PPUSK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 apabila Pihak lain tidak melakukan kewajiban penyampaian data peserta Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

	Cukup Jelas
	
	

	
	
	
	

	BAB V 

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN PELAPORAN
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Pertama
Kewajiban 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 18
	Pasal 18
	
	

	(1) Selama terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, pemegang Izin PPUSK wajib tetap memenuhi persyaratan paling sedikit: 
	Cukup jelas.

	
	

	a. Memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang‑undangan di bidang Pasar Modal Indonesia, termasuk ketentuan khusus yang terkait dengan aktivitas profesinya; 

	Cukup jelas.
	
	

	b. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya; 

	Cukup jelas.
	
	

	c. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; 

	Cukup jelas.
	
	

	d. Tidak tercantum dalam daftar kredit atau pembiayaan macet; 

	Cukup jelas.
	
	

	e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; 

	Cukup jelas.
	
	

	f. Tidak pernah dan/atau terbukti menjadi pihak, baik sendiri maupun bersama orang lain melakukan tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana asalnya, tindak pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;

	Cukup jelas.
	
	

	g. Mengikuti Pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi yang mewadahi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan atau pihak lain yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;

	Cukup jelas.


	
	

	h. Bertindak dan bersikap independen, objektif, dan profesional, serta memiliki kompetensi dan wawasan yang memadai di bidang Pasar Modal;
 
	Cukup jelas.
	
	

	i. Menjadi anggota asosiasi profesi yang mewadahi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan telah memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila diwajibkan untuk profesi tersebut;

	Cukup jelas.


	
	

	j. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka menjalankan kegiatan sebagai pemegang Izin PPUSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 

	Cukup jelas.
	
	

	k. mengutamakan kepentingan pihak yang dilayani, termasuk memastikan bahwa setiap tindakan, rekomendasi, atau layanan yang diberikan dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, objektivitas, dan kesesuaian dengan kebutuhan serta profil risiko pihak tersebut. 

	Cukup jelas.
	
	

	(2) Kewajiban Pendidikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta pemenuhan persyaratan dokumen Pendidikan berkelanjutan untuk perpanjangan Izin PPUSK mulai berlaku setelah terdapat: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. asosiasi profesi yang mewadahi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan; atau 

	Cukup jelas.


	
	

	b. pihak lain yang telah memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus di bidang pasar modal. 

	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
Larangan 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 19
	Pasal 19
	
	

	(1) Orang perseorangan yang memiliki Izin PPUSK untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek.

	Cukup jelas.

	
	

	(2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas dilarang menjadi penanggung jawab atas fungsi pemasaran Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

	Cukup jelas.

	
	

	(3) Larangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk merangkap jabatan sebagai komisaris bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian 

	Pengecualian ini diberikan mengingat jabatan sebagai komisaris pada infrastruktur pasar modal (bursa efek, lembaga kliring, lembaga penyimpanan) tidak termasuk dalam kategori bekerja rangkap yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
	
	

	(4) Dalam melaksanakan kegiatannya, WAPERD dilarang:
	Cukup jelas.
	
	

	a. menjalankan fungsi sebagai wakil perusahaan efek; dan/atau 

	Cukup Jelas
	
	

	b. memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait penjualan efek reksa dana dan produk investasi lainnya.
 
	Cukup Jelas
	
	

	(5) WPPE-PT dilarang menjadi penanggung jawab atas fungsi pemasaran Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga 
Pelaporan 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 20
	Pasal 20
	
	

	(1) Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan wajib menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja pada Perusahaan Efek atau lembaga jasa keuangan lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja yang didasarkan dari surat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Perusahaan Efek dan lembaga jasa keuangan lainnya. 
	Cukup jelas.

	
	

	(2) Asosiasi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan berkelanjutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak terselenggaranya program pendidikan berkelanjutan, disertai bukti pendukung. 
	Cukup jelas.

	
	

	(3) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya. 
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian laporan, seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan secara elektronik melalui sistem tersebut.
	Cukup jelas.

	
	

	
	
	
	

	Pasal 21
	Pasal 21
	
	

	(1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pelaporan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan atau permohonan perpanjangannya dapat diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas.

	
	

	(2) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Profesi, asosiasi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, dan pihak lain yang menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan dapat menyampaikan kewajiban penyampaian informasi dan data dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup Jelas
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keempat 
Penghentian Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 22
	Pasal 22
	
	

	Dalam hal: 
	
	
	

	a. Pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan pembatalan surat tanda terdaftar; 
	Cukup jelas.

	
	

	b. Diberhentikan sebagai Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan oleh instansi yang berwenang; 
	Yang dimaksud instansi yang berwenang antara lain Bank Indonesia khusus WPPE-P EBUS yang memiliki sertifikat Tresuri.
	
	

	c. Pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan mengembalikan izin sebagai Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; atau 
	Cukup jelas.

	
	

	d. Pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan meninggal dunia; 
	Cukup jelas.

	
	

	Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dinyatakan tidak aktif tetap. 
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 23
	Pasal 23
	
	

	(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal ayat (4), dan Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif. 
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	Cukup jelas.

	
	

	(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas. 
	
	

	(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
	Cukup jelas. 
	
	

	a. peringatan tertulis; 
	Cukup jelas. 
	
	

	b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 
	Cukup jelas. 
	
	

	c. pembekuan izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan;
	Cukup jelas. 
	
	

	d. pencabutan izin; dan/atau 
	Cukup jelas. 
	
	

	e. pembatalan izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan. 
	Cukup jelas. 
	
	

	f. Pembatalan persetujuan.
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
	Cukup jelas. 
	
	

	(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f. 
	Cukup jelas. 
	
	

	(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 
	Cukup jelas. 
	
	

	
	
	
	

	Pasal 24
	Pasal 24
	
	

	Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikecualikan dalam hal pelanggaran terjadi karena keadaan kahar yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
	Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya, dan/atau kondisi lain di luar kendali Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan jaringan dan/atau sistem aplikasi yang bermasalah sehingga Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang membutuhkan tindakan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan informasi atas terjadinya gangguan dan keadaan kahar melalui pengumuman pada situs resmi atau media massa nasional.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 25
	Pasal 25
	
	

	(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu atas pemegang Izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan kepada masyarakat.
	Cukup jelas. 
	
	

	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
	Yang dimaksud dengan "tindakan tertentu" antara lain berupa pemanggilan, permintaan penjelasan, atau tindakan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	

	
	
	
	

	BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 26
	Pasal 26
	
	

	(1) Orang perseorangan yang mengajukan permohonan izin sebagai Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan serta melaksanakan kewajiban pelaporan wajib menyimpan tanda bukti penerimaan atas penyampaian permohonan izin dan pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut.
	Cukup jelas. 
	
	

	(2) Petunjuk operasional terkait penyampaian permohonan izin, perpanjangan izin, dan pelaporan bagi Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dipublikasikan dan dapat diunduh melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. 
	Cukup jelas. 
	
	

	
	
	
	

	Pasal 27
	Pasal 27
	
	

	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dan/atau segmentasi atas Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan lainnya, seluruh ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk persyaratan perizinan, kewajiban, larangan, dan pelaporan berlaku bagi profesi dimaksud. 
	Cukup jelas. 
	
	

	
	
	
	

	Pasal 28
	Pasal 28
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
	Cukup jelas. 
	
	

	
	
	
	

	Pasal 29
	Pasal 29
	
	

	Materi dan kurikulum Program Pendidikan Lanjutan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
	
	
	

	Pasal 30
	Pasal 30
	
	

	Dalam hal pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku terdapat Asosiasi Profesi bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan tertentu di bidang Pasar Modal yang belum memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban terkait keanggotaan pada Asosiasi Profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Asosiasi Profesi tersebut memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.

	
	

	
	
	
	

	Pasal 31
	Pasal 31
	
	

	(1) Izin dan perpanjangan izin PPUSK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.
	Cukup jelas. 
	
	

	(2) Pemegang izin Wakil Manajer Investasi dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang izinnya masih berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) sampai dengan diajukannya permohonan perpanjangan izin.
	
	
	

	(3) Permohonan izin atau perpanjangan izin Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.
	Cukup jelas. 
	
	

	
	
	
	

	BAB IX
KETENTUAN PENUTUP 
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 32
	Pasal 32
	
	

	Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka:
	Cukup jelas. 
	
	

	a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
	Cukup Jelas
	
	

	b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Wakil Perantara Pedagang Efek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 
	Cukup Jelas
	
	

	c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 
	Cukup Jelas
	
	

	d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2019 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana 
	Cukup Jelas
	
	

	e. Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk
	Cukup Jelas
	
	

	dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
	 
	
	

	
	
	
	

	Pasal 33
	Pasal 33
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
	Cukup Jelas
	
	

	
	
	
	

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta
	
	
	

	pada tanggal …               
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